
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR'S TAHUN2023

TENTANG

PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHADI DAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama

pemerintahan di daerah berkewajiban untuk melayani dan

memenuhi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas

pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan yang baik,

perlu menyederhanakan proses Penyelenggaraan perizinan

berusaha di daerah guna mewujudkan pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau yang

dilaksanakan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu;

c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan

kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah khususnya

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka diperlukan

pengaturan tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha di

daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha di Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rep blik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 ten tang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

'I'ahun 1Yb5 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11

Sarulangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 'I'anjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung

'I'imur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun :.::!UUU

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);

S. Undang-Undang Nomor i i Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia 'I'ahun :.::!U1bNomor :251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rep.ublik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5U3~);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun :2U14 Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S6'f9);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah



Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAJ(YAT DAERA.H

KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

dan
BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAANPERIZINAN
BERUSAHADIDAERAH.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjungjabung timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
________ ~__ .L._1 __ , ,_ ....:1 ..:1 1_~1 ' L _1 ' L .L ~
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dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggaraanPemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Tirnur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DewanPerwakilan Rakyat

Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

7. Penyelenggaraan Periztnan Berusana di Daerah adalah kegiatan perizinan
berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu
dalam satu pintu.



8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk

memulai dan menjalankan usaha dan Iatau kegiatannya.

9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan
tingkat risikokegiatan usaha.

10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tabapan
permohonan sampai dengan tahap penyelesaianproduk pelayanan terpadu satu
pintu.

11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu.

12.Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut Vinas adalab perangkat daerab yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangandaerah.

13.Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah
pengukuran secara komprehensifkegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam
memperolehpelayanan dari penyelenggarapelayanan publik.

14.LembagaPengeloladan PenyelenggaraO~~ yang selanjutnya disebut sebagai
Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidangkoordinasipenanaman modal.

15.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submlssion] yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraanPerizinanBerusaha BerbasisRisiko.

16.Pelaku Usaba adalab orang perseorangan atau badan usaba yang melakukan
usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

17.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundangundangan yang

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang
atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu

18.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintab kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.PenyelenggaraSertifikasiElektronikadalah badan hukum yangberfungsisebagai
pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.



20. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan

pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin

danj atau peraturan perundang-undangan.

21. Norma Standar Prosedur Dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK.

Pasal ~

(1) Maksud Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah untuk

memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh

perizinan berusaha di daerah.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan bagi

masyarakat untuk memperoleh perizinan berusaha dan memperoleh informasi

mengenai tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan

penyelesaian pengaduan perizinan berusaha.

(3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepastian hukum

terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan

perizinan berusaha di daerah.

Pasal3

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan dengan berdasarkan

asas:

a. kepentingan umum;

b. kepastian hukum;

c. persarnaanhak;

d. keseimbangan hak dan kewajiban;

e. keprofesionalan;

f. partisipatif;

g. persamaan perlakuanjtidak diskriminatif;

h. keterbukaan;

1. akuntabilitas;

J. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. ketepatan waktu; dan

1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal4

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah bertujuan untuk :

a. meningkatkan kualitas perizinan berusaha;

b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan

perizinan berusaha; dan



c. meningkatkan kepastian pelayanan perizinan berusaha.

Pasal5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah

ini meliputi:

a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;

c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

d. pembinaan dan pengawasan;

e. pendanaan; dan

f. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Bupati dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Penye1enggaraan

Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas.

(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas

pembantuan.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas berkewajiban menyederhanakan pelayanan perizinan berusaha.

(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. penyederhanaan persyaratan;

b. percepatan waktu penyelesaian;

c. kepastian biaya;

d. kejelasan prosedur;

e. keterbukaan dan kejelasan informasi;

f. kemudahan penyampaian pengaduarr/Iceluhan; dan

g. kejelasan penyelesaian pengaduanj'keluhan.



Pasal8

(1) Penyederhanaan np.TSV::lT::lt::lnr -- -J --- ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) Percepatan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf b dilakukan dengan memproses permohonan yang tidak melebihi

standar waktu yang telah ditetapkan dalam NSPK.

(3) Kepastian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf c dilakukan
., t·... .. .., .. ,.... .... ., . ., . ., . , , ... "I ... -,. ..uengan UUaK rnenaruc rerrrousi rneieoirn uari xeiem.uan yang reran un.erapxan

oleh peraturan perundang-undangan serta pembebasan biaya perizinan bagi

usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

(4) Kejelasan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf d dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur untuk setiap

jenis pelayanan perizinan berusaha serta memberikan akses kepada pemohon

untuk meneiusuri dan rnengetahui setiap tahapan proses pemberian Perizinan

Berusaha sesuai dengan urutan prosedurnya.

(5) Keterbukaan dan kejelasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk

memperoleh informasi dalam Perizinan kaitannya dengan penyelenggaraan

pelayanan perizinan berusaha.

(6) Kemudahan penyampaian pengaduanjkeluhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat l~J huruf f dilakukan dengan pemberian akses kepada pemohon

untuk menyampaikan pengaduanjkeluhan terhadap pelayanan atas

permohonan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Dinas; dan

(7) Kejelasan penyelesaian pengaduanjkeluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (2) huruf g dilakukan dengan menindaklanjuti pengaduanj keluhan dari

Pemohon terhadap pelayanan atas permohonan Perizinan Berusaha yang

dilakukan oleh Dinas serta memberikan solusi penyelesaiannya.

Pasal9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyederhanaan pelayanan

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal10

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkat n
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.



(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)meliputi:

a. perizinan berusaha berbasis risiko;

b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan

c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf

a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha

kegiatan usaha.

(4) Persvaratan dasar Perizinan Berusaha sebazaimana dimaksud oada avat (2l..., '-'.&. ..., \ I

huruf b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan; dan

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri

atas sektor:
a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian;

c. lingkungan hidup dan kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral;

e. perindustrian;

f. perdagangan;

g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

h. transportasi;

1. kesehatan, obat dan makanan;

J. pendidikan dan kebudayaan;

k. pariwisata;

1. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan

m. ketenagakerjaan.

(6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada
sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan
kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan
Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyeienggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pera an
perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan ban

gedung.



BABIII

PELAKSANAANPERIZINANBERUSAHA

Bagian Kesatu

Umwn

Pasal11

[L] Setiap Pelaku Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha dalarn menjalarikan

usahanya.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh me1alui

pelaksanaan pelayanaan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan

oleh Dinas.

(3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

(4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Maklumat Pelayanan Publik

Pasal12

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan Berusaha, Dinas harus

membentuk Maklumat Pelayanan Publik perizinan Berusaha yang ditandatangai

oleh Kepala Dinas.

(2) Maklwnat Pelayanan Publik perizinan Berusaha berisi pernyataan kesanggupan

untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan

dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Maklwnat Pelayanan Publik perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)harus dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Standar Pelayanan

Pasal13

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, Dinas menyusun,

menetapkan dan menerapkan:

a. standar pelayanan; dan

b. standar operasional prosedur.



Pasal14

(1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hUTL1.f a

paling sedikit meliputi :

a. dasar hukum;

b. persyaratan;

c. sistem, mekanisme dan prosedur;

d. jangka waktu penyelesaian;

e. biayajtarif;

f. produk pelayanan;

g. saranan, prasarana danjatau fasilitas;

h. kompetensi pelaksana;

1. pengawasan internal;

J. penanganan pengaduan, saran dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pe1ayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan;

dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimasud pada ayat (1)ditetapkan dengan

keputusan Kepala Dinas.

Pasal15

(1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf b meliputi :

a. nomor standar operasional prosedur;

b. tanggal pembuatan;

c. tanggal revisi;

d. tanggal pengesahan;

e. disahkan oleh;

f. nama standar operasional prosedur;

g. dasar hukum;

h. kualifikasi pelaksana;

1. keterkaitan;

J. peralatan dan perlengkapan;

k. peringatan;

1. pencatatan dan pendataan;



m. uraian prosedur;

n. pelaksana;

o. kelengkapan;

p. waktu; dan

q. output.

(:ol) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan
denganKeputusan Bupati.

BagianKeempat
ManajemenPenyelenggaraan

Paragraf 1
Umum
Pasal16

(1)
(2)

PenvelenzzaraanPerizinanBerusaha di Daerah dilaksanakan olehDinas." ..__._..

Dinas melakukan pengintegrasian PfSP antara perangkat daerah dan instansi
vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal17

Dalam menyelenggarakan perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16,Dinas berkoordinasidengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

(1) DalampenyelenggaraanperizinanBerusaha di daerah, Dinasbertanggungjawab
secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat
Daerah terkait.

(2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya penzman Berusaha menjadi
tanggung jawab Dinas dan perangkat daerah terkait yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal19
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daerah, pada bidang pelayanan perizinan Berusaha dibentuk tim teknis

sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah
terkait.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan
memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian
PerizinanBerusaha.



(3) Tata cara Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal20

(1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan

manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengeioiaan pengaduan masyarakat;

c. pengelolaan informasi;

d. penyuluhan kepada masyarakat;

e. pelayanan konsultasi; dan

f. pendampingan hukum.

Paragraf2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal21

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2)huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan mengenai penyeienggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan

Sistem ass yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem ass
berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan

penyandang disabilitas daiam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan

Berusaha.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan

Sistem ass sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal22

(1) Pelayanan Sistem ass pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara

mandiri oleh Pelaku Usaha.

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.



Pasal23

rn D818..1!l hal pelavanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri,\ -, ... .., ...

Dinas melakukan:

a. pelayanan berbantuan; dan/ atau

b. pelayanan bergerak.

(2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan

secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.

(3) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dengan mendekatkan keterjangkauan pe1ayanan kepada Pelaku Usaha dengan

menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal24

(1) Pelavanan berbantuan sebazaimana dimaksud dalam Pasal23 avat (1\ huruf a
0.1 '-'" "" "

juga dilakukan apabila pelayanan Sistem ass :
a. belum tersedia; atau

b. terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga ass agar pelayanan tetap

berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem ass belum tersedia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:

a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara

luring kepada petugas Dinas;

b. petugas Uinas menghubungkan perizman luring sebagaimana dimaksud

dalam huruf a kedalam Sistem ass pada Dinas terdekat; dan

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha

diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem ass terjadi gangguan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling

lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem ass sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal25

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada

pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.

----------------------------------- --- .



(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didaftarkan di Sistem OSS dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh

Pelaku Usaha.

(3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Pelaku

Usaha memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pasal26

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas tidak dipungut biaya.

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal27

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (2)huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, adil,

tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan tahapan:

a. menerima dan memberikan tanda terima;

b. memeriksa kelengkapan dokumen;

c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;

d. menelaah dan menanggapi;

e. menatausahakan;

f. melaporkan hasil; dan

g. memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
• 11\ , ., • 1 1 ,. 11 1 1 1 J 1 ,ayal \.LJ terrnregrasr uengan xemerneriany iemoaga uan perangxai ciaer'arr

melaluiSistemOSS.
(5) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimanadimaksud pada ayat (2)huruf a

dilakukan olehpegawaiyang ditugaskan pada kantor deparr/front office.



(6) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b

sampai dengan huruf g dikecualikan huruf d, dilakukan oleh pegawai yang

ditugaskan pada kantor belakangj back office.

(7) Pegawaiyangditugaskan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dari
bidangyangmemilikifungsi pengelolaanpengaduan pada Dinas.

Pasa128

(1) Dinas berkewajiban menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola
pengaduanmasyarakat terkait pelayanan PerizinanBerusaha.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams mudah diakses
dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi.
informasidan komunikasi.

Paragraf4
PengelolaanInformasi

Pasal29

(1) Pengelolaaninformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (2)huruf c,
dilakukan secara terbuka dan mudah diakses olehmasyarakat.

(2) Pelaksanaanpengelolaaninformasisebagaimanadimaksud pada ayat (1).paling
sedikit:

a. menerimapermintaan layanan informasi;dan
b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan

Berusaha.

(3) Pelaksanaan pelayanan informasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan olehpegawaiyang ditugaskan pada kantor depanjfront office.

Pasal30

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2)huruf b dilakukanmelaluisubsistem pelayanan informasidalamSistem
OSS.

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling
sedikitmemuat:
a. profil kelembagaanperangkat daerah;
b. standar pelayanan PerizinanBerusaha di daerah;
c. profilstruktur organisasi;



d. Maklumat Pelayanan Publik untuk bidang Perizinan Berusaha Pemerintah

Daerah dan Maklumat layanan Dinas;

e. penelusuran proses penerbitan perizinan Berusaha;

f. pengelolaanpengaduan perizinan Berusaha; dan
g. penilaian kinerja Dinas.

(3) Layanan inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
media elektronik dan media cetak.

(4) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan dan
diberikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya serta dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Penvuluhan KenadaMasvarakat.., .L ..,

Pasal31

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2)huruf d, meliputi:

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat terhadap
pelayanan PerizinanBerusaha;

b. manfaat PerizinanBerusaha bagi masyarakat;

c. persyaratan dan mekanisme layanan PerizinanBerusaha;
d. waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkat risiko kegiatan usaha.

(2) Penyelenggaraanpenyuluhfln kepada masyarakat dilakukan melalui:
a. media elektronik;

b. media cetak; danZatau
c. pertemuan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara
periodik.

Paragraf6

PelayananKonsultasi

Pasal32
(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)huruf e,

paling sedikit memuat:
a. konsultasi teknis jenis layanan PerizinanBerusaha;
b. konsultasi aspek hukum PerizinanBerusaha; dan



c. pendampingan teknis.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan di ruang

konsultasi yang disediakan dan Iatau daring.

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Dinas

berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Paragraf7

Pendampingan Hukum

Pasal 33

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (2)huruf f

dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dibidang hukum.

Bagian Kelima

Tata Hubungan Kerja

Pasal34

(1) Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan lembaga

pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang koordinasi

penanaman modal selaku Lembaga ass serta dengan perangkat daerah

termasuk kecamatan dan kelurahanJ desa.

(2) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga ass sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di

daerah.

(3) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-

masmg;

b. verifikasi Perizinan Berusaha;

c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;

d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan

e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

(4) Hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah dilakukan dalam rangka

pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan

kelurahanJ desa.



BABIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal35

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan

sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.

(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit meliputi :

a. kantor depart/ front office;

b. karrtor belakang/ back office;

c. ruang pendukung; dan

d. alat/fasilitas pendukung.

(3) Kantor deparr/ front office sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling

sedikit terdiri atas :

a. loket penerimaan;

b. loket penyerahan;

c. ruang/ tempat layanan informasi;

d. ruangj tempat layanan pengaduan; dan

e. ruang layanan konsultasi.

(4) Kantor belakang/ back office sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, paling

sedikit terdiri atas:

a. ruang rapat; dan

b. ruang pemrosesan.

(5) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit

terdiri atas:

a. ruang tunggu;

b. ruang laktasi;

c. ruang difabel dan manula;

d. ruang bermain anak;

e. ruang arsip dan perpustakaan;

f. toiler/kamar mandi;

g. tempat ibadah;

h. tempat parkir;

1. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman; dan

J. ruang server.

(6) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling

sedikit terdiri atas:

a. seragam pelayanan;

b. formulir;

c. telepon dan mesin faksimile;



d. perangkat komputer, printer, dan scanner,
e. mesin antrian;

f. alat pengukur kepuasan layanan;

g. kotak pengaduan;

h. mesin foto kopi;

1. kamera pengawas (CC'l'V,;

J. koneksi intemet;

k. lamanj website dan e-mail;
1. alat penyedia daya listrik atau uninierruptible power supply (UPS);

m. alat pemadaman kebakaran;

n. pendingin ruangan;

o. televisi;

p. brosur;

q. banner;

r. petunjuk arah lokasi; dan

s. alatjfasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(7) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik,

paling sedikit memuat:

a. koneksi intemet;

b. pusat data dan server aplikasi;

c. telepon pintar; dan

d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

e. aplikasi pelayanan perizman, pengaduan, penelusuran proses penerbitan

perizinan berusaha, jejak audit (audit trails, sms gateway, dan arsip digital;

f. alatjfasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(8) Pusat data dan server aplikasi sebagaimflna dimfl.ksud pada ayat (7) huruf b

dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat danjatau Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABV

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal36

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh Aparatur

Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan

Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja

Dinas.



Pasal37

(2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas

kepada masyarakat, Dinas dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di

Kecamatan atau Keluraharr/Desa atau perangkat Keluraharr/Desa.

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal .35 ayat (1) harus memiliki

kompetensi yang dipersyaratkan, baik yang berstatus sebagai aparatur sipil

negara maupun non aparatur sipil negara.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

a. pengetahuan tentang Perizinan Berusaha di Daerah;

b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;

c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan

d. iritegritas terhudap pelayarian publik.

Pasal38

(1) D81~Hn rangka meningkatkan kinerja pelayanan pp.nvp.lp.nCTCT~r~~n pp.ri7.1n~n
- ---J -----00-- ----- - -- --------

Berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai

kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan khusus pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal39

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha

di daerah, Dinas berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia

secara konsisten dan terprogram.

BABVI

SURVEIKEPUASANMASYARAKAT

Pasal40

(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha harus melakukan SKMuntuk mengukur

mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei
1 I J 1 J 1
UaIl/ a.ca.u eKSlerna.L



BABVII

FORUMKOMUNIKASIPTSP

Pasal41

(1) Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP dapat membentuk

Forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan

pemangku kepentingan terkait.

(2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit terdiri atas unsur:

a. Dinas

b. Dinas Provinsi
c. perwakilan asosiasi penerima layanan; dan
d. unsur lain yang terkait

(3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
paling sedikit :
a. menyelesaikan permasalahan perizinan Berusaha;
b. me1a1rukanevaluasi penyelenggaraanPTSP;dan
c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

(4) Pembetukan Forumkomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BABVIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal42

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh
Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai kebutuhan
daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga dalam bentuk pemberian

bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraanPTSP.



BABIX

PELAPORANPENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHADI DAERAH

Pasal43

(1) Bupati melalui Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha di Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jumlah perizinan yang diterbitkan;

b. rencana dan realisasi investasi; dan

c. kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap

3 (tiga) bulan.

BABX

PENDANAAN

Pasal44

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; darr/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

BABXI

SANKSIADMINISTRATIF

Pasal45

(1) Dinas yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan

dikenakan sanksi adminstratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BABXII
KETENTUANPENUTUP

Pasal46

Peraturan pelaksanaan sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daer

....



Pasal47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal

Qcl'X'fl-tA U

u a Sabak
"stM'tJcr 2023
JABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~1..~~tr 2023
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

~

LEMBARANDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
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PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,
perlu adanya payung hukum yang diarahkan untuk memperkuat peran dan
kornitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
rnengenaipenyelenggaraanPerizinanBerusaha Berbasis Risiko.

Penguatan peran Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pelayanan
PerizinanBerusaha didaerah yangdilaksanakan olehDinas denganmenggunakan
Sistern ass yang dikelola oleh Pernerintah serta rnemberikan peluang bagi
Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistern pendukung pelaksanaan
Sistem ass sesUai aefigafi flertna, startoat, pF0sedlir, dan kriteria yangClitetapkan
Pemerintah.

Dalamrangka mengoptimalkanpelaksanaan kebijakan PerizinanBerusaha
di daerah diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang
rnengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Daerah
tentang PenyelenggaraanPerizinanBerusaha ini memuat pengaturan kewenangan
PenyelenggaraanPerizinanBerusaha, pelaksanaan PerizinanBerusaha, pelaporan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pembinaan dan pengawasan serta
pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Di samping itu, untuk
mengefektifkanPenyelenggaraanPerizinanBerusaha, dalam Peraturan Daerah ini
juga perlu adaya pengaturan pernberian sanksi administratif terhadap
penyalahgunaan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak rnenggunakan Sistern

ass sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraanPerizinanBerusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall
Cukup Jelas.

Pasal2
Cukup Jelas.

Pasal3
Cukup Jelas.

...



Pasa14

Cukup Jelas.

Pasa15

Cukup Jelas.

Pasa16

Cukup Jelas.
Pasa17

Cukup Jelas.
Pasa18

Cukup Jelas.
Pasa19

Cukup Jelas.
PasallO

Cukup Jelas.
Pasalll

Cukup Jelas.
Pasa112

Cukup Jelas.

Pasa113
Cukup Jelas.

Pasa114
Cukup Jelas.

Pasa115
Cukup Jelas.

Pasa116
Cukup Jelas.

Pasal Lf
Cukup Jelas.

Pasal18
Cukup Jelas.

Pasa119
Cukup Jelas.

Pasa120
Cukup Jelas.

Pasa121
Cukup Jelas.

Pasa122
Cukup Jelas.



Pasa123

Cukup Jelas.

Pasal24

(1)yang dimaksud dengan pelayanan berbantuan selain gangguan teknis

adalah bantuan berupa pendampingan kepada masyarakat yang belum

mampu mendaftarkan perizinan secara mandiri.
(2)Cukupjelas.
(3)Cukupjelas.
(4)Cukupjelas.
(5)Cukupjelas.

Pasal25
Cukup Jelas.

Pasal26
Cukup Jelas.

Pasal27
Cukup Jelas.

Pasal28
Cukup Jelas.

Pasal29
Cukup Jelas.

Pasal30
Cukup Jelas.

Pasal31
Cukup Jelas.

Pasa132
Cukup Jelas.

Pasal33
Cukup Jelas.

Pasal34
Cukup Jelas.

Pasal35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39



Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR ~~


